
 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dalam Bab II dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa dalam melakukan pra 

penuntutan dalam perkara pidana pencurian, antara lain : a) alat bukti yang 

diajukan kurang lengkap, b) keterangna  saksi tidak lengkap, c) keterangan 

saksi tidak mengarah pada unsur pidana yang didakwakan, d) antara 

keterangan saksi yang satu dengan yang lain tidak bersesuaian, e) belum 

lengkapnya identitas terdakwa, f) adanya penambahan alat bukti, g) 

adanya penambahan barang bukti, h) adanya keterangan saksi yang perlu 

diperjelas, i) berkas perkara hasil penyidikan belum memenuhi persyaratan 

untuk dilimpahkan ke Pengadilan, j) tidak ada kesesuaian antara 

keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. 

2. Kendala yang dihadapi Jaksa dalam melakukan pra penuntutan, antara lain 

: a) masih banyaknya jumlah berkas perkara yang dikembalikan untuk 

dilengkapi, tetapi tidak segera diserahkan kembali kepada Jaksa Penuntut 

Umum, b) masih banyaknya berkas perkara yang sudah dinyatakan 

lengkap tetapi tidak segera dilanjutkan dengan penyerahan tanggung jawab 

atas tersangka dan barang buktinya, c) masih belum adanya sarana bagi 

Jaksa Penuntut Umum untuk meneliti kebenaran materiil dari berkas 

 

 



 

 

perkara yang diterima oleh Kejaksaan antara lain yang menyangkut barang 

bukti seperti logam mulia, d) serta masih dirasakan kurang mantapnya 

hubungan antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tahap pra 

penuntutan.  

 

B.  Saran  

Dengan memperhatikan keseluruhan rangkaian Tindakan Jaksa melakukan pra 

penuntutan dalam Perkara Pidana Pencurian pada uraian di atas, maka penulis 

mempunyai saran-saran, sebagai berikut : 

1. Guna meningkatkan kemampuan para Jaksa khususnya pada Kejaksaan 

Negeri Sleman sebaiknya dalam setiap kesempatan diadakan diskusi 

kelompok yang bertemakan pra penuntutan. 

2. Dalam proses pra penuntutan sangat diperlukan koordinasi yang positif 

antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum, sehingga arus bolak-

baliknya berkas perkara dapat dihindari dan asas peradilan cepat dengan 

biaya ringan dapat terlaksana. 

3. Khususnya pada Kejaksaan Negeri Sleman perlu digalakkan kembali 

forum rapat koordinasi antar penegak hukum dalam rangka pra 

penuntutan, sehingga tunggakan Surat Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan (SPDP) dari waktu ke waktu dapat diminimalisir, bahkan 

permasalahan di bidang hukum lainnya dapat terselesaikan dengan mudah.  

4. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses pra penuntutan 

diperlukan profesionalisme dan integritas kepribadian yang tinggi bagi 

 

 



 

 

setiap Jaksa yang diberi tugas dalam penanganan perkara pidana, 

khususnya dalam pra penuntutan.   
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